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PENDAHULUAN
Latar Belakang dan Metode



Latar Belakang
1.Tahun ini adalah paruh waktu

pelaksanaan RPJMD atau separuh
periode KDH terpilih;

Banyak capaian kinerja yang sudah terlampaui dan
yang jauh belum tercapai;

Waktu itu (2016 akhir) OPD dibentuk
sebelum RPJMD, dengan murni

menerjemahkan kewenangan dalam UU 
23/2014 dengan metode sesuai PP 18; 

Dalam rangka Percepatan
Pembangunan, direkomendasikan oleh
MenPANRB utk melakukan reviu
terhadap RPJMD dan Kelembagaannya;

Semangat reviu kelembagaannya diarahkan pd
menghasilkan postur Kelembagaan yang “fit” 

terhadap postur Pembangunan (Perencanaan); 

Jadi, dasar utama reviu kelembagaannya adalah
hasil re-desain kembali RPJMDnya.

Reviu RPJMD
• Mandat Permendagri 86/2017, bahwa RPJMD dievaluasi

paling tidak 1 kali dalam 5 tahun (periode);

• Tahun 2019 merupakan Paruh Waktu pelaksanaan RPJMD Kab
Banyuwangi 2016-2023;

• Perlu mengetahui sejauh mana target-target kinerja dalam
RPJMD yang telah tercapai dan belum tercapai;

• Perlu mengetahui sejauh mana kerangka kebijakan ekonomi
dan keuangan daerah masih relevan dengan kondisi saat ini;

• Perlu mengetahui apakah logframe kinerja telah sesuai dan
efektif dalam pencapaian visi-misi kepala daerah;

• Diperlukan langkah-langkah percepatan dan penyesuaian
pencapaian kinerja pembangunan;

Reviu Kelembagaan
• Bahwa OPD adalah pelaksana rencana, kebijakan dan program

dari Visi-Misi Kepala Daerah;

• Bahwa Tupoksi OPD merupakan representatif dari urusan yang
di desentralisasikan UU 23/2014;

• Dalam sejarahnya penyusunan OPD melalui mekanisme PP
18/2016 belum mengakomodir kebutuhan RPJMD, karena OPD
lahir mendahului RPJMD;

• Dalam perjalanannya dirasakan struktur organisasi dan tupoksi
dari OPD tidak fit terhadap arsitektur perencanaan yang
dibangun dalam RPJMD;

• Diperlukan singkronisasi antara menjalankan mandat urusan
dan kewenangan UU 23/2014 dan kebutuhan mengawal target
kinerja pembangunan dalam RPJMD;

• Desain kelembagaan merupakan syarat mutlak efektifitas tata
kelola pemerintahan yang berorientasi pada pecapaian target
kinerja pembangunan;



Postur Perencanaan
RPJMD

Postur Kelembagaan
Perda OPD

Over Layer

Bias Arsitektur Perencanaan dengan
Kelembagaan

1. Terdapat OPD yang beririsan penuh dengan prioritas
pembangunan daerah;

2. Terdapat OPD yang sebagian beririsan dan sebagain
diluar prioritas pembangunan;

3. Terdapat OPD yang sama sekali diluar prioritas
pembangunan daerah, OPD jenis ini berpotensi in-
efisiensi kinerja.



LATAR BELAKANG:

1.Kebituhan
Percepatan
Pembangunan.

2.Re-distribusi Kinerja.
3.Menyediakan

Arsitektur
“Kelembagaan” yang 
FIT terhadap
“Perencanaan”.

JANGKA MENDESAK JANGKA PENDEK

1.Evaluasi Capaian Kinerja
2.Indikator yang telah tercapai
3.Membaca Gap-Expectation

1.Kesesuaian Breakdown 
Kewenangan/Urusan;

2.Telaah keselarasan
(alignment) beban kerja
struktur.

1.Rekonstruksi Logframe
Kinerja

2.Redistribusi Kinerja
Pembangunan

1.Telaah Arsitektur
Kelembagaan Eksisting.

2.Redistribusi Kelembagaan
Berdasarkan pada Target 
Kinerja;

3.Simulasi tatalaksana

Output:
Perbup Penyesuaian
Indikator RPJMD

Output:
Perda Perubahan
RPJMD

OUTPUT:

1. Re- Desain
Logframe Kinerja
dalam RPJMD; 

2. Perubahan Struktur
OPD:

a. Downsizing
b. Re-sizing

Ruang lingkup
Reviu RPJMD

Ruang lingkup
Reviu Kelembagaan

Bussines Process Reviu RPJMD dan Reviu Kelembagaan
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Rekonstruksi Logframe Based on Priority

Telaah Struktur Ideal & Urusan PP 18 Tahun 2016



URUSAN
OPD 1 OPD 2

BID 1.1 BID 1.2 BID 1.3 BID 1.4 BID 2.1 BID 2.2 BID 2.3 BID 2.4

URUSAN 1 √ √ √ √

URUSAN 2 √ √

URUSAN 3 √ √

PROGRAM 
PRIORITAS RPJMD

OPD 1 OPD 2

BID 1.1 BID 1.2 BID 1.3 BID 1.4 BID 2.1 BID 2.2 BID 2.3 BID 2.4

PROG. PRIORITAS 1 √

PROG. PRIORITAS 2 √

PROG. PRIORITAS 3 √

PROG. PRIORITAS 4 √

PROG. PRIORITAS 5 √

PROG. PRIORITAS 6 √

Dst… √

OPD BIDANG URUSAN PROGRAM PRIORITAS

OPD I ….. ….. …..

OPD II ….. ….. …..

OPD III ….. ….. …..
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LOGFRAME BARU
Causal Loop Diagram, Cascading , Kondisi Before After Hasil Reviu





REKONSTRUKSI PENCAPAIAN VISI-MISI BARU
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4	Pilar	Visi		
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Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang berkualitas 

berbasis Teknologi Informasi 

	
VISI	2016-2021:	

“Terwujudnya	Masyarakat	Banyuwangi		

yang	Semakin	Sejahtera,	Mandiri,		Dan		Berakhlak		
Mulia	Melalui	Peningkatan	Perekonomian	Dan	Kualitas	Sumber	Daya	Manusia”	

	

Misi	1:	Sejahtera	
(SDM)	

Misi	2:	Mandiri	
(Daya	Saing)	

Misi	3:	Perekonomian	
(Kesenjangan)	

Misi	4:	SDM	
(Pemberdayaan)	

Misi 5: Suprastruktur (Kelembagaan) 

Pilar-1:	Meningkatnya	
Kualitas	SDM	Banyuwangi	

Pilar-2:	Meningkatnya	
Kemandirian	Masyarakat	&	
Daerah	

Pilar-3:	Meningkatnya	
Perekonomian	Daerah	

Pilar-4:	Masyarakat	Sejahtera	
berlandaskan	gotong	royong	
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SEBELUM

INFRASTRUKTUR

Sejahtera, Mandiri dan Berakhlak Mulia

KUALITAS 

SDM

(IPM)

PERTUMBUHAN

EKONOMI

(PE)

PENGENTASAN

KEMISKINAN

(KEMISKINAN)

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

KUALITAS 

PELAYANAN

(IKM)

SESUDAH































Tujuan

• 9

Sasaran
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Program 
Prioritas
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• 4
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• 13
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Jumlah Tujuan, Sasaran, Program Sebelum dan Sesudah di Review



HASIL ANALISIS KELEMBAGAAN
Evaluasi Kesesuaian struktur kelembagaan dengan prioritas pembangunan



KUADRAN I

• Merepresentasikan Perangkat Daerah dengan Skor OPD 
tinggi, dengan didukung program prioritas yang banyak

KUADRAN II

• Merepresentasikan Perangkat Daerah dengan Skor OPD 
tinggi, namun tanpa didukung program prioritas yang banyak

KUADRAN III

• Merepresentasikan Perangkat Daerah dengan Skor OPD 
rendah, namun menjadi prioritas kepala daerah yang 
direpresentasikan dengan jumlah program prioritas yang 
banyak

KUADRAN IV

• Merepresentasikan Perangkat Daerah dengan Skor OPD 
rendah, dan tidak menjadi prioritas kepala daerah

NB:
1. Warna pada lingkaran menunjukkan tipe organisasi Merah untuk perangkat daerah Type B dan Biru untuk Perangkat Daerah type A
2. Ukuran lingkaran menunjukkan jumlah kecilnya bidang yang terampu program prioritas kepala daerah
3. Skor perangkat daerah merupakan gabungan skor urusan dalam perangkat daerah
4. Skor urusan merupakan hasil review Kementerian Dalam Negeri melalui PP 18 Tahun 2016, sebagai pertimbangan Pem Kab. Banyuwangi dalam pembentukan OPD 

existing
5. Program prioritas merupakan program prioritas 1 yang merupakan penerjemahan terhadap platform politis kepala daerah kedalam RPJMD

KUADRAN OPD PROGRAM PRIORITAS LAMA DAN KELEMBAGAAN LAMA



THANK YOU


